
1. Pasal 18 ayai (6) Undang-Unclang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 61 Tah un 1958 tentang 
Perietapan Undang-Undang Dar urat Nomor 19 Tahun 
1957 tcnrang Pcmberu ukan Daera h-d aerah Swatantra 
Tingkut I Surnatcra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) 
sebagai undang-undang (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 1958 omor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

a. bahwa dalam opurnalisasi pencegahan dan 
penyalahgunaan narkoba pada peserta didik di satuan 
Pendidikan Menengah dan satuan Perididikan Khusus di 
Provin si Riau, perlu mcmberikan Pendidikan anti 
narkoba pada kurikulum satua n Pcndidikan Menengah 
dan satuan Pcndidikan Khusus, 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nornor 12 Tahun 2019 ten tang Fasilitasi 
Penccgahan dan Pernberantasan Penyalahgunaan dan 
Percdaran Gelap Narkotika dan Prckursor Narkotika, 
Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan 
fasilitasi pcricegahan dan pernberantasan pen) alahguaan 
dan peredaran gclap narkotika dan prekursor narkotika; 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang lntegrasi Pendidikan Anti 
Narkoba pada Kurikulum satuan Pcndidikan Menengah 
dan satuan Pendidikan Khusus; 
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3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teruang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lcrnbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 430 l); 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, teruang narkoba 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 143 Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia 5062) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573): 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinrahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah bcbcrapa kali tcrakb ir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 

Alas Undang-Undang 'ornor 23 Tahun 2014 tentang 

Perneriruahan Dae rah (Lem bara n Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 

6. Pera turan Perncrintah Nomor J 7 Tahun 2010 tentang 

Pengclolaan dan Penyelcnggaraan Pcndidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Perner intah Nomor 66 Tahun 20 l 0 ten tang 

Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 ten tang Pcngclolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2010 Nomor l 12, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia N omor 5 157); 

7. Peraturan Mcrucri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

157 Tahun 2014 ten tang Kurikulum Pendidikan Khusus 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

684): 
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Pasal 2 

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk: 

a. pencegahan penyalahgunaan Narkoba; 

b. pencegahan peredaran Narkoba; 

c. menanamkan nilai dan sikap hidup anti Narkoba; 

d. menumbuhkan kebiasaan perilaku anti Narkoba; dan 

e. mengembangkan kreauviias dalam membudayakan 

perilaku anti Narkoba. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Riau. 

2. Gubernur adalah Gubernur Riau. 

3. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Pendidikan. 

4. Satuan Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sckolah Menengah 

Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Khusus (MAK). 

5. Sat uari Pcndidikan Khusus adalah Sekolah Dasar dan 

Menengah Luar Biasa. 

6. Integrasi Kurikulurn adalah pembauran atau penyatuan 

yang terjad i antara kurikulum yang ada terhadap mata 

pelajaran pada satuan pendidikan menengah dan satuan 

pendidikan khusus. 

7. Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya yang 

selanjutnya disebut Narkoba adalah zat atau obat yang 

dilarang penyalahgunaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI PENDIDIKAN 

ANTI NARKOBA PADA KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN 

MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIK.AN KHUSUS. 

MEMUTUSMN: 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Fasilitas Pcncegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 195); 
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(BK); 

e. kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional 
(BNN), kernen tr ian agama, kepoli sian , tenaga 

kesehatan dan pihak terkait dalam bentuk 
penyuluhan, seminar, diskusi, upacara bendera dan 
kegiatan e kstrakurikuler sekolah. 

d. pembinaan dan pengasuhan pcserta didik tentang 
bahaya narkoba melalui guru Bimbingan Konseling 

Pelaksanaan mat a pelajaran dan Rencana 

Pembelajaran (RPP) anti narkoba; 

b. pelaksariaan pernbclajaran di dalam kelas; 
c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bermuatan anti 

narkoba; 

PasalS 
(1) Integrasi kurikulum di Satuan Pendidikan Menengah dan 

Satuan Pendidikan Khusus meliputi semua mata 
pelajaran, terutarna pada mata pelajaran: 
a. perididikan agama dan budi pekeri i; 
b. pendidikan kewargancgaraan; 
c. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan; 

(2) Integrasi kurikulum scbagaimana dima ksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dalam bentuk: 

a. penyusunan perangkat pembelajaran meliputi: silabus 

pengaturan waktu; 

d. keberrnanfaatan unruk kepentingan daerah dan nasional 
dalam menghadapi tantangan global. 

bentuk dan penyelenggaraan, fleksibilitas jerus, c. 

Pasal 4 
lntegrasi kurikulum pendidikan ant.i Narkoba dikembangkan 
atas prinsip: 

a. kesesuaian dengan perkernbangan pcserta didik; 

b. keutuhan kompetensi yang rneliputi sikap, pengetahuan 
dan keterampilan; 

Pasal3 

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai 
pedoman bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan 

Pendidikan Khusus dalam pengintegrasian Pendidikan Anti 
Narkoba pada Kurikulurn. 
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Pasal9 
(1) Dinas melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan integrasi kurikulum pendidikan anti 
. arkoba di satuan Perididikan Mcnengah dan satuan 
Pendidikan Khusus. 

(2) Dinas melakukan koordinasi dan pembinaan 

pelaksanaan intcgrasi kurikulum pendidikan anti 

Narkoba di satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 
scrta satuan Pcndidikan lainnya. 

(3) Pernbinaan, pernantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh 
Tim yang ditctapkan dcngan Kcputusan Gubernur. 

Pasal 8 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan 

pengintegrasian pendidikan anti Narkoba ditetapkan dengan 
Keputusan Gubcrnur. 

Pasal 7 
(1) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat ( 1), dalam mcrnberikan layanan 
pembelajaran dapat mcngembangkan kompetensi dasar 
tanpa menambah jam pelajaran. 

(2) Penetapan materi integrasi pendidikan anti Narkoba 

didasarkan pada analisis potensi, sumber daya dan 
kebutuhan. 

(3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara berkesinarnbungan unruk semua 
tingkatan kelas. 

Pasal 6 
( 1) Pem belaj aran yang men gin tegrasikan pendidikan an ti 

Narkoba dilaksanakan oleh guru mata pelajaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(2) Materi pembclajaran yang mengintegrasikan pendidikan 
anti Narkoba dapat dipcroleh dari Badan Narkotika 
Nasional Provinsi atau literatur yang relevan. 

(3) Guru mata pelajaran yang melaksanakan integrasi 
pendidikan anti Narkoba diberikan pelatihan oleh Dinas 

bekerja sama dcngan Badan Narkotika Nasional Provinsi 
atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang 
anti Narkoba. 
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H PROVJ]\:SI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: BERITA 

Diundangkan di Pe 
pada tanggal 

SEKRETARIS A PROVINSI RIAU, 

SYAMSUAR 

Ditetapkan di Pekanbaru 
pada tanggal 

GUBERNUR RIAl.J, 

penernpatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. 
dengan iru Gubernur Pera tu ran pengundangan 

mernerintahkan mcngetahuinya, orang setiap Agar 

Peraturan Gubernur irn mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 12 

Pasal 11 

Integrasi Pendidikan anti narkoba pada scmua mata pelajaran 
di satuan Pendidikan Mencngah dan satuan Pendidikan 
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
dilaksanakan secara bertahap paling lambat 6 (enam) bulan 

sejak Peraturan Gubernur diundangkan. 

Pasal 10 
Sumber pcndanaan Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada 
Kurikulum Satuan Pendidikan Mencngah dan satuan 
Pendidikan Khusus dapai berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 
kete ntuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Hasil pembinaan, pcrnantauan dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 
Gubernur. 
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